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Kewenangan KPK dalam melakukan dalam penuntutan tindak pidana korupsi
diatur dalam pasal 6 huruf e UU No0.19/2019 sehingga kewenangan yang
diberikan pada KPK bersifat khusus dan dikategorikan sebagai badan yag diberi
kewenangan yudisal seperti kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan peyidikan
dan penuntutan perkara korupsi dan terhadap kewenangan penuntutan tersebut
pada pasal 51 ayat (2) UU No0.30/2002 menerangkan, yang dimaksud Penuntut
adalah Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak
pidana korupsi. Namun, dalam perkara tindak pidana pencucian uang hasil dari
tindak pidana korupsi timbul ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang
dalam melakukan penuntutan mengingat Kejaksaan juga memiliki kewenangan
untuk menuntut pada perkara yang sama dengan KPK serta sebagai pemilik
penuntutan tunggal di Indonesia. Adanya ketidakjelasan pada kata “Penuntut
Umum” pada pasal 76 ayat (1) UU No.8/2010 membuat banyak penafsiran
tentang siapa Penuntut Umum yang berwenang dalam menuntut perkara tersebut,
seperti pada Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dimana Majelis Hakim
mengabulkan nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa Gazalba
Saleh atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, dalam
pertimbangangannya Majelis Hakim menganggap bahwa Jaksa Penuntut Umum
KPK tidak berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut
karena tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari
Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi sesuai dengan asas single
prosecution system. Sedangkan menurut KPK, Penuntut Umumnya dianggap bisa
melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, mengingat pada praktek
sebelumnya ada dua kasus yang telah dan/atau sedang ditangani oleh Majelis
Hakim yang memutus kasus Gazalba pada perkara yang sama tidak mensyaratkan
surat atau lampiran delegasi wewenang penuntutan dari Jaksa Agung. berdasarkan
hal tersebut, maka perlu ditelaah kembali dasar pertimbangan hakim dalam
mengabulkan nota keberatan tersebut serta kewenangan KPK dalam menuntut
perkara tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim
dalam mengabulkan nota keberatan Gazalba Saleh pada perkara tindak pidana
pencucian uang serta tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 43/Pid.Sus-
TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta menganalisis kewenangan KPK dalam menuntut
perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian studi
kasus hukum. Sesuai dengan sifat penelitia hukumnya, yakni preskriptif analisis,



maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Untuk
menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun
bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter
dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat akan dianalisis dengan
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangan-
undangan dan pendekatan konseptual.

Pada Putusan No0.43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Majelis Hakim berpendapat
bahwa KPK tidak berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap Gazalba
Saleh dan harus mendapatkan pendelegadian kewenangan penuntutan dari Jaksa
Agung terlebih dahulu sebagai Penuntut Umum tertinggi sesuai dengan asas
single prosecution system sebagaimana yang dimaksud pada pasal 35 ayat (1)
huruf j  UU No0.11/2021. Namun dalam penerapannya tidak dilakukan
penyelarasan, diketahui sebelumnya ada dua kasus serupa yang ditangani oleh
Majelis Hakim yang sama yang tidak mensyaratkan delegasi wewenang sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan dari pasal 35 ayat (1) tersebut
juga dapat dikatakan bahwa penerapan sistem penuntutan tunggal di Indonesia
tidak murni, dimana wewenang penuntutan masih dapat diberikan kepada
lembaga lain meskipun dalam pelaksanaannya tetap dalam kendali Jaksa Agung.

Kewenangan KPK dalam menuntut perkara tindak pidana pencucian uang tidak
diatur secara eksplisit, hal ini berarti KPK memang tidak berwenang dalam
melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang, ketentuan
Pasal 68 UU TPPU menegaskan berlakunya asas “lex specialis derogate legi
generali”, yang mana UU TPPU menjadi ketentuan yang bersifat khusus
sedangkan UU No. 8/1981 (KUHAP) sebagai ketentuan yang bersifat umum,
maka berdasarkan asas tersebut ketentuan dalam KUHAP tetap berlaku dan
lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang
adalah Penuntut Umum pada Kejaksaan RI yang memiliki cakupan lebih luas dan
umum. Sedangkan pada KPK, kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana
pencucian uang hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana asalnya adalah
tindak pidana korupsi. Dalam penuntutan kedua perkara tersebut, ketentuan pasal
76 ayat (1) UU TPPU harus dimaknai bahwa Penuntut Umum sebagai satu
kesatuan baik itu yang ada di Kejaksaan maupun KPK, sehingga membuat proses
peradilan menjadi lebih cepat seperti yang dinyatakan pada Putusan MK No.
77/PUU-XI11/2014.
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ABSTRAK

Pada perkata tindak pidana korupsi KPK memiliki wewenang untuk melakukan
penuntutan, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 6 huruf e UU No0.19/2019.
Namun dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang hasilnya dari tindak
pidana korupsi timbul ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang dalam
melakukan penuntutan. Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menuntut
pada perkara yang sama dengan KPK serta sebagai pemilik penuntutan tunggal di
Indonesia. Adanya ketidakjelasan pada kata “Penuntut Umum” pada pasal 76 ayat
(1) UU No0.8/2010 membuat banyak penafsiran tentang siapa Penuntut Umum
yang berwenang dalam menuntut perkara tersebut, seperti pada Putusan No.
43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji
dan menganalisis dasar dari pertimbangan hakim dalam Putusan No. 43/Pid.Sus-
TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan kewenangan KPK dalam menuntut perkara tindak
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual.

Pertimbangan Hakim pada Putusan No0.43/Pid.Sus-TPK/2024/PN  Jkt.Pst
menyatkan bahwa KPK tidak berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap
Gazalba Saleh dan harus mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan
dari Jaksa Agung terlebih dahulu sebagai Penuntut Umum tertinggi sesuai dengan
asas single prosecution system sebagaimana yang dimaksud pada pasal 35 ayat (1)
huruf j UU No0.11/2021. Kewenangan KPK dalam menuntut perkara tindak
pidana pencucian uang memang tidak diatur secara jelas, hal ini berarti KPK tidak
berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana
pencucian uang, namun apabila tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan
hasil dari tindak pidana korupsi, maka KPK memiliki wewenang melakukan
penuntutan hanya pada perkara tersebut.

Kata Kunci (keyword): pencucian uang, kewenangan penuntutan, KPK
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